
Jakarta, Kompas - Pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada April ini dikha-
watirkan akan menimbulkan kriminalisasi terhadap 
kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS minyak 
dan gas bumi. 

Aturan itu juga bisa berdampak pada penurunan pro-
duksi migas nasional. Menurut Manajer Humas PT 
Pertamina EP Mohamad Harun, akhir pekan lalu di 
Jakarta, pihaknya belum siap mengikuti aturan yang 
termuat dalam UU Lingkungan Hidup. 

Oleh karena itu, ujar Harun, pihaknya meminta pe-
nundaan pemberlakuan aturan baru itu agar bisa 
memperbaiki dan menambah fasilitas sesuai aturan 
yang ada. 

”Kami mengomunikasikan tahapan-tahapan yang 
akan kami lakukan untuk mematuhi UU Lingkungan 
Hidup. Saat ini kami masih memperbaiki dan 
menambah fasilitas yang ada,” katanya. 

Untuk menyesuaikan dengan aturan baru yang ada, 
kebutuhan investasi diperkirakan akan bertambah, 
yang pada akhirnya membebani cost recovery. 

Sejauh ini, lanjut Harun, pihaknya masih men-
jalankan kegiatan operasi migas. Namun, jika nanti 
diperingatkan, pihaknya siap untuk menghentikan 
sementara kegiatan operasi. 

Jika berhenti beroperasi, potensi penurunan produksi 
minyak PT Pertamina EP mencapai 61.000 barrel 
per hari. 

Atas dasar itu, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Min-
yak dan Gas Bumi (BP Migas) meminta agar para 
KKKS migas tidak dikriminalisasi. Hal ini terkait den-
gan pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2009. 

Memberatkan sektor hulu 

Menurut Kepala BP Migas Priyono, salah satu ken-
dala pencapaian target produksi migas di masa men-
datang adalah UU No 32 Tahun 2009, khususnya 
ketentuan yang terkait perizinan, baku mutu, jaminan 
pemulihan lingkungan, ancaman pencabutan izin 
usaha operasi migas, dan ancaman pidana bagi pe-
langgar. 

”Hal ini akan sangat memberatkan sektor hulu migas 
karena secara potensial bisa mengakibatkan penu-
runan signifikan produksi migas nasional serta pen-
ingkatan biaya operasi yang bisa ditagihkan ke ne-
gara atau cost recovery yang cukup tinggi,” kata Pri-
yono menambahkan. 

Oleh karena itu, ujar Priyono, pihaknya akan mening-
katkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di 
daerah. ”Jangan segera dikenakan tindak pidana. 
Koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian dilaku-
kan agar jangan sampai tindakan-tindakan penega-
kan hukum di daerah itu menunda produksi permin-
yakan,” ujarnya. 

Jadi, kalau standar baku mutu belum sesuai dengan 
yang ditetapkan, perlu persiapan untuk mengadakan 
peralatan pendukung. 

”Industri migas butuh waktu untuk persiapan dalam 
rangka mengikuti aturan. Kami telah meminta penun-
daan pemberlakuan aturan itu, dan saat ini masih 
dalam proses,” kata dia. 

Priyono menjelaskan, meski terimbas dampak krisis 
ekonomi global, sektor hulu migas Indonesia masih 
melampaui target penerimaan negara yang ditetap-
kan di dalam APBN tahun 2009, yaitu menghasilkan 
19,646 miliar dollar AS. Ini berarti sekitar 105 persen 
dari target APBN sebesar 18,815 miliar dollar AS. 
(EVY) 
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